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BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SEI,ATAN

PEMTURAN BUPATI MUARA ENIM

NoMoR 6t TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka
pelaksanaan Reiormasi Birokrasi di lingkungar Pemerintah
Kabupaten Mua-ra Enim perlu diberi tunjangan kinerja;

bahwa untuk menjarnin adanya kepastian pemberian
tunjangan kinerja, maka perlu men] rsun pedoman
pemberial tunjangan kinerja yang dibakukar dan wajib
ditaati oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Muara Enim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, dipandang pedu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjargaa Kinerja bagi Peganrai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat iI dan Kotapraja di Sumatera
Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentalg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 No,,for 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 teDtang Pembahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negan Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (trmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

c.

b.

Mengingat : 1.

2.
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4. Peraturan Pemerintai Nomor 53 Tahun 2O1O tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambahan l,embaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 5135);

5. Perah-rral Pemerintah Nomor 80 Tahun 201O tentang Ta-rif
Pemotongat dan Pengenaar Pajak Penghasilan Pasa.l 21 Atas
Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belaija
Daerah (Lembarar Negara Republik lodonesia Tahun 2010
Nomor 14O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5174);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol1 tenta-ng
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia ?alun 2O11 Nomor 121, Tambahan l"embaian
Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

7. Peraluralf Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Pemberhentiar Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

8. KeputusaJt Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari
Kerja di Lingkungan Pemerir}ta]1.

9. Peraturan Menteri PendayagJlnaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Talun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjaagaa Kinerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN:

MCNEtApKan : PERATURAN BUPATI MUA.RA ENIM TENTANG TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM.

rem#rfervlur,lu,r,r

Pasa] 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipii yang selanjutnya disingkat pNS dan

Calon Pegawai Negeri Sipii yang selanjutnya disingkat CpNS yang diangkat
da]a]n suatu jabatan atau ditqgaskan dan bekerja secara penuh di unit
kerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

5. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai
fungsi dari keberhasilal pelaksarlaan Reformasi Birokrasi yang Aiaasartan
pada penilaian kinerja pegawai.

6. Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses peagukuran keberhasiLal capaian
kine4'a berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dan kehadiran.

7. Sasaran Keda Pegawai yang setanjutnya disingkat SKP adalal: rencana kerja
dan target yalg akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan
diser]Akeri hcrsama a.tAra pao^\tl,i AFna,^ -aidh-i --L---i
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8. lurlangan Prestasi adala-i- k-or-+por-]ee ilnjanga.n kineia l.'&ag diberikarl
kepada Pegawai berciasarkan rrirgci i<ioerja yang dihitung mcnurut liategori
dan niiai capaiar-r SKP clan r.iilai capaian SkP Pegawai dalar4 menriukung
pencapaia& kireria Pemeamiai Kabupaten-

9. 1\:njangal Kehadii"an adalah komponen tunjangan kinerja -vang diberikan
kcipada Pegawai lrrdasarkar jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam
i<erja yang diatur daiam lleralrirat ini.

10. Kelas jabatai' {grading) a,iaiah idasilll<asi jabatan dalam satuan organisasi
yang dldasarkan hasil evaluasi jabatan yan8 selanjutnl,.e digunakal sebagai
dasar pemberian hesaran tunjangan kinelja-

11. Satuan Ke.j6 Pcra1rgkar Daerah varg sclanjutnya disingkat SKPD adalah
ulsur pernbernLu Bupati dalasr menyelenggarakal pemerintai€a daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daeralt, Sekretajiat DPRD, Dinas Daerale,
l,embaga Teknis Daerirh da]r Kecamatefl.

12. Pejabat Pembina Kepcgawaian Daerah adalah BLlpati-

13. Anggar:.n Pendapatan dsn Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalale rencana keuarlgarl tahunal pemerintahan daeraLl yang dibahas dart
disetujui berstrma oleh pemeriniah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan pei'aturan daerah.

i4. Dokumen Pelaksa]1aan Aflggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yarg n.remuat pendapatan, belaaja dan pembiayaar
yang digunakaa sebagai dasar peiaksanaai angga-ran clch pengguna
angSaran.

15- Badar: Pe!1ge1o1a Keua gan cla,l Aset Daerd-lr selarliutnya disingkat BPKAD
adalaLr BPKAD Kabupaten Muara Erim.

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjuhya disingkat BUD adalah BPKAD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

17. Eadan Layalan Umurn Daerall yalg selaniutnlra disiflgkat BLUD adalah
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungafl pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanar kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijuai tanpa mengutamakan mencari
kcuntlingan, dan dalam melakukaa kegiatalnya didasarkal pada prinsip
efi siensi dan produktivitas.

18. Pengguna Argga-ran adalah pejabat Fcmegang kewenangal penggunaan
anggaran untark melal<sanal<an tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimplnnya.

19. Pejabat penatausahaa$ KeuaEgan yar]g
adalair pejabat yarrg mela&salakaa lungsi

selanjutnya disingkat PPK-SI(PD
tata usaha keuangan pada SKPD.

20. Bendahara Pengeluarar adelah oralg yang ditunjuk unruk
menyimpal, membayarkan, menatausalEkan,

mcnerima,
da-n

dalanroeinpertanggungjawabkai uang unfrrk keperluan belanja daerah
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

21. Surat Permintaan Pembaya.an Langsung, yalg selanjutnva disingkat
SPP-LS, .rdalah dokumen yang diajukail .rleh bendahara pcngcluaran untuk
perminiaan pemtlayaran Iangsung kepada pihat keliga atas dasar perjanjian
kontrai< keda atau surai perirtah kerja larnnya dan pembayaran gaji denga'r
jumlah, penerina, pemniukan, darl wal<tu pembayaral tertentu yang
dokumenm,, a disiapkan oleh PPIK.
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Surat Perintah tr{erubayar Langsung, yang seianjutnya disingkat SPM,LS,
adalah dokurrea yang direriritka-l oieh penggura anggaran/ kuasa penggula
angga.ran untuk jlenerbitan SP2D atas beban pengeiuaran DPA-SKPD
kepada pihak ketiga.

Surat Pedntah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat
SP2D-LS adalah dokumen yaag digrirrakan sebagai dasar pencairan dana
yang dilerbifriian oieh BUD berrlasarkan SPM-LS-

BAB II
PEMBERIAN TUIIJANGAN KINERJA

Pa.sai 2

il) Tunjalgar kinerja mer-rpakan tami:aha.r.r penghasilan yang berfiak diteri.na
oich pegawai setiap -buian yang dihitung berdasarkaa penilaian krnerja
pegawai dan kelas jabataq yang berlaku baginya, sebaqaimana tercalrtum
datam Lampiri-r,i Pcratrrr al ini.

{2) l'udangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1i, dikenalian
pernol ongan pajalt scsuai ketentuan Pcratura,l Penirrdaflg-Undaogan yang
berlaku.

(3) Tunjargan Kinerja sebagaimana dimaksud pada a,-at (1) terdiri dari
iunjangar prestasi dan tutjangan kehadiran.

{4) Prosentase pembfrian t-urjangan prestasi dan tuqjangan kehadlran
sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) adaiah sebesar 60 7o (erram putuh per
seratus) untuk tunjanga, prestasi dlrl 40 % {empat puluh pcr seratus} untuk
lunjangan kehadiran.

{5) h"osentase pemberian tunjangal sebagaimana dimaksud pada ay'at (4)
diirerlakukan dengarr t.ihapair:

a. Pada talrun pertama, 8O% didasarkar pada kehadiran d,at 2O%a didasarkat
pada kirerja prestasi;

b. Pada tahun kedua, 60 o/o didasarkan pada kehadiran dan 4oo/a didasarkan
pada kine.ja prestasi;

c. Pada tahuq ketiga Can setei-usnya, 40 %, didasarkan pada kehadiran dar
60% didasarka-t1 pada kioeia prestasi-

Pasal 3

'firniallgan kiaerja sebagaimana dimeksud dalarn Pasal 2 tidak diberikan
kepada- :

a. Pegawai yang menjalani masa persiapac pensiun atau bebas tugas;

b. Pegarvai yang sedarg menjalani cu'Li diluar tanggungan negaia;
c. Pegaw-ai yang menjal.rni cuti besar;

d. Pegawai yalg dikenakan hukurran disipiin berupa pemlle.hentian dengan
horrrat ala..J tidak dengan hormat yang sedang dalam proses
keberatan/balding administrasi atas kedua hukuman disiplin tersebut ke
Badar, Pert imlJ.ngan KepeBau aidn.

e, Pegawai yaog suda.h rneneriina insenrii/tun-iangan BLUD.

1. Pega$,ai yang sudah merrer;rEa fi-injaDgan profesi guru/doscn.
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Tuniangal Kineqa terhadap Doktcr dan Dokter Spesialis di Rumah Sa.kit Lrmum
Daerah HM Rabain akaD diatur i.ersendiri oieh Bupati.

BAB III
WAKTU KERJA

Pasal 5

(i) Pegawai wajib bckerja seiama 5 (iima) hari dalam sati-r minggu, dimulai da-ri
hari Scnin sampai dengan ,Jumai atau setara der]gar 37,5 (tiga puluh tuja*t
koma lima) jam.

{2) I{ari kcrja yang dikecualikan sebagaimana diroaksud pada ayat (1) adalah
hari libur nasional da, cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

(3) Jam kerja yang ditetapkan untuk hari SenLr sampai dengan Kamis adalah
pukul 07.30 $ampai dengan 16.00, dan hari Jum'at adalah pukul O7.OO
sampai dengao 16.30.

{4) Jrun istirahat yang ditetapkan untuk hai Senin sampai dengan Kamis adalah
pukul 12.O0 sampai dengan 13.00, dan hari Jum'at adaJah pukul 11.30
sar,epai dcngal 13.3C.

Pasai 5

Ketentuan waktu kerja bagi Pegalr,ai dengan jarn kerja yarrg berbeda (seperti
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai RSUD, Badajr Penanggulangan
Bencana Daerah, Dinas Perhubungaa dan lainnya) dikecuaiikaa dari
peratu.an ini.

BAB IV
REKAM KEHADIRAN

Pasa] 7

{1) Pegawai wajib meialcukan rekam kehadiran dcngan menggunal<an mesin
rekarn kehadir:an elektronik,

{2) Rekam kehadiran secara eiektr:onik seiragaimana dima}sud pada ayat (1)

dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada saat masuk kerja, jaro mulai
dan selesai istirahat serta jam pulang kerja.

(3) Rekarn kehadiran secalra elektronik dapat diganti secara manual apabila :

a. Mesin rekarn kehadiran clektronik rusal( atau tidal< berfungsi;

b. Pegawai yarrg bersaEgkutan belum te.daftai dalam sistem rekarn kehadiran
elektronik;

c. Adaaya kegiatan bersama yang menyet abkan pegawai tidak bisa
melalcu-kal rekarn kehadiran elektronik di SKPD masing-masing; dart

cl. Terjadi iceadaan mcmaks^ (force majeure) berupa bencana a-latn dan/atau
kerusr-rhan schingga Rekarn Kehadiran lidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mcstinya.
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BAB V

PELANCOARAN \lJAIi?iJ KEi{JA

Pasal 8

iil Pega!"-a.i dinyatakar ti,liarggar watritu kerja apabiia tidak hadir, teriambat
hadir, istirahat sebeium wakrunya, terlambat kembaii dari istirahat, pularg
$ebelum waktrflya, dan ridak melakuka:r rekam kehadiral $ecara elektronik
tarrpa alasan yalg sah.

(2) Kctidakhadiran pega',i,.ai sehagaimana dimaksr_rd pada ayat (1) dikecualikal
bagi pegawai yang sakit, pegawai yang mendapai tugas di luar kantor atau
pegawai yang sedang menjnlali cr.i scsuai p€raturan yang berlatu.

Pasal 9

{1) Pegan aj yarrg tidal< masuk herja karena alasan te.tentu wajit)
menbcritahukan .iiasa.n langsung dan rnenyampaikar surat permohonan ijin
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya,

{2i Ketentuan pada ayat (1} tidak beria}u jika ierdapat hal-hal yarrg teiadi
secara mendadak yang menyebabkan pegavai tidat dapat masuk kerja.

{3) Pegalvai yarg tidak rri.rsuk kerja karena sa}:it sebagaimala dimaksud daiam
Pasai 8 ayat {2} wajib memberita,hukan atasan langsung dan melyampaikan
surat keterargan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap paling
iambai 1 (satu) hari keria berikutnya setelah pegawai yang bersangi<utan
hadir kerja.

Pasa-l 10

(llPegawai yang meodapat hrgas di luar kantor sebagaimE{ia dimaksud dalam
Pasai B ayat {2) adalah melakukal kegialan sebagai berikut;
a. I(onsuhasi dai koordinasi dengan pimpiaan atau dengan instansi luar;
b. Koor-dinasi Cengai unit-unit kcrja lainnya;
c. Fasiiitasi;

d. -qosia.lisasi;

e- Pengawasaa darr pemerlksaan;

i Litigasi;

g. Pendidikan dan pelatihal yag lidai{ teryriasuk tugas belajar;
h. Rapat, scmi.rar, cciarlah, borhslLap, bimbinga$ teknis, simposium,

loka l<arya dan sejenisnya;

i. Meniadi narasumber;
j. Mergajar;
k. l4elatih; dar
l. Penelitiarr.

{2} Pcgawai yang lidak hadir karena mendapat tugas di luar kantol sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) wajib menyampaikaa surat tugas di luar kantor atau
surat keterangan laionya dari a,tasaa yang herwenang.



BAB VI
PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI

Pasai i I

{11 Pogawai wajib mcngisi laporan kiner-ja bulanan-

{2i Penilaian prestasi pegawai diiakukar oleh atasan langsung pcgawai sebelum
tanggai 5 pada bulan berikut.

{3) Apabi}a penilaian prestasi pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan
langsung maka penilaian dilakukan oleh pejabat setiogkat lebih tinggi atau
pciabat yang ditcntukan oleh Pejabat ,Dembina Kepegawaian.

(4) Pcnilaian sebagaimaia dimaksud pada ayat (2) khusus untuk bulan
Desember dilal-uka-n sebelum tanggal 27 Desember.

(5) Pcnilaian prestasi pegawai diberikan atas realisasi capaian kinerja terhadap
SKP yang dihitung setiap bulan.

BAB !']I
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

Dalam hal terjad:i perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, Pejabat
Fungsion€i Umurn dar1 Pejabat FungsioRal 'fcltentu, peoyesuaian pe bayallarl
tuniangan kineda dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak
dikeluarkannya sorat pcrnS'ataan mela-ksaaakan iugas.

Pasa1 13

Bagi pegarvai yang dipcrbaltukan di Pemerintai Xabupaten diberikan tunjangan
kinerja sesua.i dengan kelas jabatannya di instansi asal atau dapat memilih
scsuai dengan besar:a, tuljangarr.

Pasal 14

(1j Bagi Pegawai Pemerintal Katlupaten yang dipckerjakan di luar iostansi
Pemerintah Kabupaten dan berkedudukal di wilayai Kabupaten diberikart
tunja:rgal kiierja sesua-i dengan kclas jabatanRya apabila tidak
mendapatkan tunja-ngan dari in$tansi -vang diperbantukan.

(2) Dalam ha.l instansi yang mempekerjakan sehagaimaaa disebut dalam ayat
(1), lelah memberikan tunjangan kinerja, raaka dibayarkan selisihDya.

Pasal 15

Begi pejabat fungsional tertentu, tlrnjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dengan pengaturan sebagaimana te.cartum
dalam lampiran Il peraturan ini,

BAB VII'I
TATACARA PEMBAYARAN TUNJANGAN K]NERJA

Pasal 16

{1) Pemberian Tunjangan Kinerja dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing.
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(11) Pexlbayalan 'ftrianga! [irrerja ciila&sanakaE oleh pengguna Angga rarl
melalui penerbitan SFM-LS kepada tsUD.

lali Berkas SPM LS sehagajmana dimaksud pada ayat {2) selambatlanbatnya
sudah diterima BPKAD selaku BUD pada tanggal 5 bulan beriL:utny-a atauhari kerja berikutnya jika tangg€l S bertepatan iir.igan hari 1ibur, cianlpabila
melewatr tanggal iersebut, pemlnyaran trrnjangan tinerja diiunda pada idarr
berikutnya.

(4.) BUD_ melakuka:r pembayarai tunjatgan kinerja melalui transfer ke rekening
Berdahara. Peqgeluaran SKPD dengan penerbitar SP2D_LS.

(5) Pembayaran Tunjangal Kinefa untuk Bulan Desembe. taliun bedalEn,
Itrerkas SPM-LS sudah diterima Bpi(AD selaku BUD selanbat-lar-nbatnva
tanggal 27 Desember tahun berjalan.

Pasal 17

(1) PPK-SKPD menJ'rrsi_l!-! daltar retapifulasi r.rominatif pe!:rrbay arar tuniangankinela. berdasarkan rekapitujasi dalta! hadir dan capaian kiaerja'seiap
pegawai yang dibuat dan ditandata_ngadi aleh Kepala SKPD;

12) Dallar rekapitulasi naminatif pembayaran tunjangarl kineia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meajadi dasar ppK,Slipb dalam mengqjukaa-Spp_LS
Trl}jangan Kirrerja metalui Bendahara pengeluaran kepada pengguna
Arggar"an untuk selanjutnya pengguaa Angga_ran mengijukan SpM_LS
kepada BUD.

Pasal lE

(1) sPP-LS Tunjangan Kinerja unt;k penerbita! SpM,LS Tunjangan: Kinerja
harus diiengkapi derrgar :

a. DaJtar rekapirulasi nominatif pembayaral1 tunjangan kineda yang
ditandatangani cleh Kepala SKPD selal{u peagguna Anggaran y,ilg ietah
memperhitungkan kew4jiban pajak.

b. Rekapir.ulasi daltaJ hadir k"ria pegauar.

c. Capaian kinerja bulalan aetiap pegawai yarg dibuat dan ditandatangani
cleh Kepala SI(PD.

d- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlal<.

e. Surat Setoian Pajak Penghasiian Pasal 21.

{2) Ketentuan dan lormat sebagaimaaa din.iatsud ayat {1) hur.rf a, b, e, d dan e
aka! diatur }ebih lanjut dengar Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN TUNJANGAN KINEII,JA

Pasal 19

PerEilirangar tunjangan kineija dinyatakan dalafi pe, seratus dan dihitrag
secara kumuiatii.ialarn 1 isatl, bulan paling banyak sebesar iOO o/o (seratus per
seratus),
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Pasal 20

PcriBllrangan iunjsigau lirestasi dilai<ukafi berd:rsa,rki4 p.:nilaiiln elpaiari
kine.ja sebagai b€rikut :

a. Nilai 9l sampai dengarr 11lo tiri:d< tli-kenakar pergr-rrEagaE tunjangan prestasi;

b. Nilai 81 sampai dengan 90 dikenakar1 pengurangan tunjangaE preslasi sebesa.{
10 7, (6epu1uh per scratus);

c. Nilai 71 sampai dengat 80 dikenakan pengurarrgan blnjangan prestasi sebesa.
20 '% ldua pultrh per serati-rs);

d. Niiai 61 sampai dengan 7o dikena-krxr pengurilngan tunjangal prestasi sebesar
JU % (rjga puluh pr-r seralus):

e. Nilai diba-;r,ah 60 dil<enalar pengurangan tunjangan prestasi sebesai 40 96

(empat puluh per seratus).

Pasa-} 21

ii) Pengurangan tunjalgan kehadiran dilakukan apabiia tidali hadir tanpa ijii:.,
ijin, terlambat datang, islirahat sebelum waktunya. pulang sebelu.n
walitunva, tidak melakukan rekam kehadiral secara elektronik darr sa-hit
taopa surat ketera.ganr dokter/para medis atau surat keteranga, rau,at inap.

(2) Pengurargan tunjangan keiraciiran sebagaimtrna dimaksud pada ayat (1)

adalai sebesar :

a.5 % (tima p€r se{atusJ per han bagi pegarvai yarg tida.k hadir tanpa
keterargan;

b- 4 o/o (esipat ircr seratus) per hari bagi. pegawai yaBg ti{iak hadir dengal ijin;
c. 5 %, (tiga per seratus) per hari bagi pegawai yang tidak masul< ke{a lebih

darj 3 (tiga) hari karena sakit tarpa surat keterarlgao dokterlpar:a medis
alau surat keterangan rawat inap.

d- O,5 % (nol korr:a lima per seratus) bagi pega-wai yarrg teri€Lrnbal hadir lebih
Cari 1 menll sampai dengan 30 menit;

e. 1 % (sat.r pe. seratus) bergi pegawai yang terla$bat hadir letrih dati 31
menit;

f- O,5 % {nol koma lima pe. seratus) bagi pegarvai y-alg pulaIg 1 menit
safipai 30 menit sebelum waktu ke{a berakhir;

g. i % {satu per serafqs) bagr pegawai yang pulang lebih dari 31 menit
sebelum wal<trr kerja bera&hir;

h.0,5% (riol koma lima per seratus) bagi pegawai yang istir-ahat 30 menit
sebelum waktu istirahat.

i. 0,5% {nol korna lima per seratus) bagi pegawai yang istirahat 30 menit
sesudah wal<tu istiraliat.

Pasal 22

Bagi pegawai yang menjalani Cuti Talunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin dan Cuti
Karena Alasar: Penting Cikenakan pengurargan tunjangaa kirle4a setresar 49lo

(erilpat per seratus) per h:rri.

Pasal 23

{ii Bagi pegawai yang mengikuti persiapal tugas belajar ke luiar negeri
dibebaskan dari jabatannya dai mendapatkai tunjangan kinerja sebesar
75 a/. tt';juh puluh lima per seratu€i dari jumlah tunjangai kinerja pada kclas
jabatalnya tera1<hir.
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{2} ldasa persiapao scbagaimanei dimaksud ayat {1) mahsimal i {satu) tahun.

{3) I3agi pejabat furgsional Ltrrlilin yang:Ilendapat tugas belajar dibebaskal dari
.jabatarnya dan metdapat tunjanga! kincrja sebesar 50 % {1lma puluh per
scratus) dad jumlah tunjangan kinerja pada kelas jabatarl terakhir.

(4) Bagi pejabat luagsionai ie.tentu yajag mendapatkan -rugas beiajar clibebaskair
dari jabatannya dan mendapat turjangan kinerja sebesar 50 % {lima puluh
per scratus) dali jrimlair iunjangall l.,ir:erja pada kelas jabalanrrya lurgsionat
umu1ll terti1rggi di unitnya.

{J} Pejabat strukt.ural yang mendapat tugas belajar diberherrtikan dan
jabatana,-a dan rnendapat tunjangan kinerja sebesar SA o/(, t1ifia puluh per
seratus) dari jumiah tunjangan terlinggi di unitnya.

Paszl 24

Bagi pegawai yang diire.heraikaa dari jabatan
tidak memenuhi sya.s-t angka irredit, dibcrikaB
kelas jabatan fungsional rimum.

P^sa t 25

CPNS meltdapat tunjangan kinerja sebesar 80 o/o

jumlah lunjangan kinerja berdasarkan golorgan

flngsional tertenau dLkarenaka,
t unjdngan kineqa sesuai dr-ngaJl

(delaparr pduh per seraiusi dari
pada jabatar fungsional Emum.

BAB X
PEMEERHENTIAN TUNJANGAN K]NERJA

Pasai 26

Pemberhentian tunjatgan kir]erja bagi pegawai diialrrrkan apabiia :

a. cliberhenlikan sementara sebagai PNS;

b. dibcrhentikan sebagai PNS berdasarkan pe{atx.an pelundang,undangal;
c, iiiangkat rnenjadi pejabat negzLra i:erdasrrkan peraturan perundang-

undangarl;

d. Meninggal dunia.

Pasal 27

Pembe.hentian tunjangan kilerja sci:agaimana dimi:l<sud dalam Pasaj 26
huruf a, diiakukan sejak ditetapkan kcputusan pemberhentian sementara.

Tunjangan kinerja dapat ciiberikal kembaii kepada pegarn ai sebagai.Dana
dimatsud pada ayat (1) apabila dinyatakan tidak bersaiah berdasarkal
puausajl yang mempunyai kekratar hukuin tetap.

Pernbayaral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaLukan sejak
ditcrbitkan Surat Perintah Melalisar(akai Tlreas.

(i)

{2)

(3)
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Lampiran I : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

Nomor : 61 TAHUN gor4
Tanggal ; l8 Derzhb?r 3cr 4

TCNIANg : TUN.J'ANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KAI}UPATEN
MUAMENIM

DAF'IAR TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KEI^A.S JABATAN

l{o. Grade Esclo[/ Golongan pada
Jabatan Futrgslonal Umum

Besarel Trrj"!88n
{Rpl

1. 17 IA
2. t6 IA

15 IIA 7.500.o00,-
14 IIB 6.000.000,-

5. 13
6. 12 III A 4.500.ooo,-
7_ 11
8. 10 III B 4.000.000,-
9. s IVA 2.000.ooo,-
10. I iVB 1.500.o00.-
11. 7 Goionsarr IV i.200.ooo,-
12. 6 Golonsan III 1.200.o00,-
13. 5 Golongan II 1.OOO.OOO,-

4 Golonsan I 1.OOO.OOO.-

3
16. 2
t7. I

BUPA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR


